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ABSTRAK

Seperti yang telah diketahui, banyak partai politik di indonesia yang terlibat
korupsi, namun penegakan hukumnya belum maksimal. Pembahasan ini
difokuskan pada efektivitas kewenangan mahkamah konstitusi dalam memutus
pembubaran partai politik yang melakukan korupsi dan alasan pembubaran partai
yang ada pada undang-undang partai politik serta Peraturan Mahkamah Konstitusi
No. 12 Tahun 2008. Selain itu juga terdapat analisis terkait konsep figh siyasah dan
peraturan perundang-undangan terkait upaya pemberantasan korupsi di kalangan
partai politik.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah studi hukum
normatif. Data dalam penelitian ini dibuat menggunakan teknik library research
(studi kepustakaan). Pendekatan yang digunakan adalah statute approach
(pendekatan perundang-undangan) dan conceptual approach (pendekatan
konseptual). Terkait teknik analisis data, menggunakan analisis data deskriptif
dalam mengkaji konsep kewenangan MK, PMK Nomor 12 Tahun 2008, UU Partai
Politik, serta kinerja KPK. Selanjutnya dianalisis dan disimpulkan hasilnya
menggunakan konsep figh siyasah.

Pembahasan yang diperoleh adalah menurut figh siyasah pembubaran
parpol diperbolehkan jika bertentangan dengan peraturan negara. Kemudian dalam
segi hukum di Indonesia sesuai dengan PMK No. 12 Tahun 2008 berwenang
membubarkan parpol jika terbukti ideologi dan kegiatannya bertentangan dengan
UUD 1945 kewenangan tersebut masih belum optimal dan alasan pembubaran
partai sesuai dengan Pasal 40 UU Partai Politik masih tidak jelas. paya
pemberantasan korupsi parpol meliputi transparansi keuangan:parpol, pembatasan
sumbangan, dan_pengawasan rutin. Parpol harus bertanggungjawab dengan
melakukan seleksi ketat kader dan memberhentikan kader yang korupsi. MK perlu
lebih optimal menggunakan kewenangannya dalam membubarkan parpol yang
korupsi demi menjaga konstitusi dan kepentingan publik.

Saran yang dapat disampaikan penulis adalah kasus korupsi partai harus
bisa dikulik secara transparan. Kader yang sudah divonis korupsi tidak boleh
mencalonkan diri pada jabatan strategis apapun, artinya setiap kader yang sudah
divonis korupsi, diterima kembali dengan syarat ia tidak akan menjadi calon pada
jabatan strategis apapun, termasuk ketua partai, anggota legislatif, kepala daerah,
dan lain-lain. Kader tersebut hanya akan menjadi anggota biasa, yang memiliki hak
suara. Diharapkan perlu ada peraturan baru yang lebih jelas mengatur alasan
pembubaran partai politik termasuk korupsi, dengan membertimbangkan
kebermanfaatan dan perkembangan masyarakat.
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